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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITAS| PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan
pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan
pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang
perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tentang
Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan
Pendistribusian ~ Perlengkapan  Pemungutan  Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan

' dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPAT!I DAN WAKIL
BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

Menetapkan Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan
Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Purbalingga ;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Bawaslu Kabupaten Purbalingga;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya

Ditetapkan di Purbalingga
Pada Tanggal 7-September 2024

Ketua,




Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Purbalingga

Nomor
Tanggal

:1245/HK.01.01/K.JT-20/09/2024

SUSUNAN

: 7 September 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA

NO NAMA JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM ]
| | Pengarah
1 | Misrad, S.E. s Bawasly FESUpEED Koordinator
Purbalingga
2 | Mukhammad Wakhiddin, M.Sos. AR Bawa§lu Pengarah
Kabupaten Purbalingga
Anggota Bawaslu
3 | Teguh Irawanto, S.IP. Kabup?agten Purbalingga Pengarah
; Anggota Bawaslu
4 | Heru Tri Cahyono, S.Sos. Kabupgagten Purbelinga Pengarah
5 | Wawan Eko Muijito, S.Pd.| Kas:s;gf fjr"t‘)’;sik;ga Pengarah
Koordinator Sekretariat
6 | Andrias Widhi Cahyadi, S.Sos. Bawaslu Kabupaten Pengarah
Purbalingga
Il | Penanggung Jawab
9 | Mukhammad Wakhiddin, M.Sos. FIRSROLS Bl e Fipanagsngiwab
Kabupaten Purbalingga (ex officio)
i | Ketua
Koordinator Sekretariat
10 | Andrias Widhi Cahyadi, S.Sos. Bawaslu Kabupaten Ketua
Purbalingga
IV | Sekretaris dan Wakil Sekretaris
11 | Arum Fitriani, S.Pd. Pelaksana Teknis Sekretaris
12 | Eko Darmawan MS, S.T. Pelaksana Teknis Wakil Sekretaris
V | Anggota
13 | Azmi Nidaurrakhmah, S.H. Pelaksana Teknis Anggota
14 | Puja Dwi Pangestu, S.H. Pelaksana Teknis Anggota
15 | Muhamad Purkon, S.H. Pelaksana Teknis Anggota
16 | Nur Hidayat, S.E. Pelaksana Teknis Anggota
17 | Setiawati, S.H. Pelaksana Teknis Anggota
18 | Wahyu Harianto, A.Md. Pelaksana Teknis Anggota
19 | Adi Priambudi, A.Md. Pelaksana Teknis Anggota

Ditetapkan di Purbalingga
Pada Tanggal 7 September 2024

Ketha,
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Misrad, S.E.




